RAPERWAL

MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF DAN PENGENAAN DISINSENTIF DALAM PEMANFAATAN RUANG KOTA YOGYAKARTA
1. LATAR BELAKANG.
Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, definisi penataan ruang disebutkan yaitu suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dimaknai sebagai suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Sementara itu, pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Sedangkan, pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.

Terkait pengendalian pemanfaatan ruang, maka proses tersebut diselenggarakan selain untuk menjamin terwujudnya tertib tata ruang sekaligus dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan rencana tata ruang. Faktanya, tidak bisa dipungkiri bahwa pelaksanaan pemanfaatan ruang tidak selalu sesuai dengan muatan pengaturan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain pertumbuhan penduduk yang cenderung cepat, tekanan laju perkembangan ekonomi yang tidak sesuai dengan keterbatasan lahan, kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap rencana tata ruang, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Dengan berbagai potensi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang tersebut, maka pengendalian pemanfaatan ruang menjadi salah satu mekanisme penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang dapat sesuai dengan perencanaan tata ruang demi terwujudnya tujuan penataan ruang yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan ruang, salah satu instrumen yang dapat dilaksanakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang adalah melalui mekanisme pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya. Sementara itu, Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam konteks Kota Yogyakarta, mekanisme pemberian insentif dan pengenaan disinsentif tertuang sebagai amanat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No. 2 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta 2021-2041 pada pasal 56 – pasal 60. Ketentuan insentif dijelaskan sebagai perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap obyek pemberian insentif atas pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang di Kota Yogyakarta. Sementara itu, ketentuan disinsentif dijelaskan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dengan didasarkan atas pertimbangan pembatasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga kesesuaian dengan fungsi ruang.
2. IDENTIFIKASI MASALAH.
Dalam konteks Kota Yogyakarta, mekanisme pemberian insentif dan pengenaan disinsentif tertuang sebagai amanat dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta No. 2 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Yogyakarta 2021-2041 pada pasal 56 – pasal 60. Ketentuan insentif dijelaskan sebagai perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap obyek pemberian insentif atas pelaksanaan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang di Kota Yogyakarta. Sementara itu, ketentuan disinsentif dijelaskan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dengan didasarkan atas pertimbangan pembatasan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga kesesuaian dengan fungsi ruang.

Sebagai upaya untuk memastikan pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta dapat sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, baik yang termuat secara umum dalam Perda Kota Yogyakarta No. 2 tahun 2021 tentang RTRW Kota Yogyakarta 2021-2041 maupun muatan rinci dalam Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta No. 118 tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Yogyakarta 2021-2041, maka Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta melaksanakan kegiatan penyusunan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta. 

Kegiatan penyusunan Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta merupakan langkah strategis untuk mendorong pemanfaatan ruang yang lebih bertanggung jawab, sekaligus melengkapi arahan dalam Rencana Tata Ruang. Melalui penetapan pengaturan ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pelestarian lingkungan sesuai dengan daya dukung, daya tampung serta prinsip pembangunan berkelanjutan yang menjadi pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
3. MAKSUD DAN TUJUAN.
Maksud dari penyusunan  Raperwal Mekanisme Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta ini adalah untuk  untuk meningkatkan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Yogyakarta melalui instrumen berupa pemberian insentif dan pengenaan disinsentif yang sejalan dengan ketentuan dalam rencana tata ruang Kota Yogyakarta.
Tujuan dari penyusunan Raperwal Mekanisme Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta adalah untuk:

a. merumuskan muatan Raperwal dalam kebijakan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif yang efektif di Kota Yogyakarta;
b. Meminimaliasi adanya pelanggaran, penyimpangan atau ketidaksesuaian terhadap ketentuan perencanaan tata ruang yang diatur dalam RTRW maupun RDTR Kota Yogyakarta; dan
c. Mendorong praktik pembangunan yang berkelanjutan melalui pemberian insentif dan mencegah praktik penggunaan ruang yang merugikan melalui pengenaan disinsentif.
4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran dari penyusunan  Raperwal Mekanisme Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif ini adalah:

a. Menyusun Raperwal tentang mekanisne pemberian insentif dan pengenaan disinsentif yang komprehensif dan terintegrasi, berisi ketentuan mengenai insentif dan disinsentif dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

b. Mengoptimalkan kinerja pemerintah yang sinergis dalam proses penyusunan dan implementasi, sehingga ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dapat berjalan dengan baik

c. Membangun pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan serta bagaimana insentif dan disinsentif dapat berkontribusi pada tujuan tersebut.

d. Mengembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang untuk memastikan efektivitas penerapan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif serta memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan di masa depan.
5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

a. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah pekerjaan adalah di seluruh wilayah Administratif Kota Yogyakarta.

b. Ruang Lingkup Substansi Pekerjaan

Lingkup pekerjaan Penyusunan Perwal Penerapan Insentif, Disinsentif ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

· Identifikasi jenis, bentuk, pola aturan insentif dan disinsentif yang ideal dalam konteks pemanfaatan ruang secara umum maupun secara khusus sesuai dengan karakter Kota Yogyakarta.

· Penyusunan dokumen kajian sebagai dokumen pendukung penyusunan Raperwal

· Penyusunan rancangan Raperwal Mekanisme Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang Kota Yogyakarta.

· Pendampingan pelaksanaan konsultasi, koordinasi/pembahasan substansi dan proses tahapan penetapan peraturan dengan pihak-pihak terkait, terutama dalam tahapan penetapan Raperwal.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Wali Kota ini akan sangat bermanfaat untuk SKPD/Unit SKPD yang memiliki pelayanan terkait dengan Penataan Tata Ruang di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
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